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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                 NOMOR 184/PMK.01/2017      /PMK.01/2017 

TENTANG 

PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi 

kuasa hukum pada Pengadilan Pajak telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 

tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada 

Pengadilan Pajak; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait 

kewenangan pengawasan terhadap Kuasa Hukum pada 

Pengadilan Pajak dan memberikan kemudahan dalam 

pengaturan terkait pelaksanaan pengawasan tersebut, 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada 

Pengadilan Pajak;   

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1736 -2- 

Mengingat  : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN 

UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN 

PAJAK. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.   Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat 

mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa 

dalam beracara pada Pengadilan Pajak. 

2.   Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak. 

3.   Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak 

atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap 

sengketa pajak. 

4.   Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

5.   Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan 

oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak 

kepada Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili 

para pihak yang bersengketa dalam beracara pada 

Pengadilan Pajak. 
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